
        2026 I BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

               KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
5.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 
5.01.01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 
5.01.01.2.01.0008 PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH 

5.01.01.2.01.0009 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH 



 

  KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) 
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 
PERANGKAT DAERAH 
 

1. LATAR BELAKANG 

 

a. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  

  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

  3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 adalah tentang Satu      

Data Indonesia (SDI); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

 

 



 

 

b. 

 

Gambaran Umum : 

 

Proses pembangunan daerah diawali dengan tahapan perencanaan 

pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. Perangkat daerah menyusun suatu perencanaan, penganggaran 

secara sitematis, terarah, terpadu, menyeluruh. Tahapan perencanaan 

dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan 

arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektifitas 

pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu 

dilakukan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat  

daerah. 

Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah adalah proses 

mengelola data statistik sesuai lingkup tugas dan fungsi instansi pemerintah 

daerah, yang melibatkan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyebarluasan data. Walidata pendukung berperan sebagai unit pelaksana 

pengelola informasi dan dokumentasi di setiap perangkat daerah untuk menjamin 

data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUA+N 

a. Maksud 

Adapun maksud dari kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen 

pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan anggaran yang efisien dan sasaran 

yang efektif. 

 

b. Tujuan 

Adapun tujuan dari perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah 

untuk meningkatkan pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan sistem evaluasi 

kinerja perangkat daerah. 

 

 

 

 



 

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Bappeda mempunyai 

ruang  lingkup: 

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 

Proses penyelenggaraan meliputi : 

1.  Menyiapkan SK Tim Penyusun; 

2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2027 dan Renja Perubahan APBD 2026, termasuk menyusun       

kebutuhandana kegiatan; 

3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan; 

4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan; 

5. Rapat koordinasi internal dan eksternal 

b. Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah; 

c. Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah. 

Proses penyelenggaraan meliputi : 

1. Perencanaan: Melakukan identifikasi kebutuhan data sektoral dan menyusun rancangan 

sistemnya.  

2. Pengumpulan: Mengumpulkan data dari sumber yang relevan, baik melalui kunjungan maupun 

dengan instrumen dan sistem yang sudah dibangun.  

3. Pemeriksaan: Melakukan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan agar valid dan konsisten.  

4. Penyebarluasan: Mengolah data dan menyajikannya dalam format publikasi yang mudah 

dipahami dan diakses.  

 

4. SASARAN 

Sasaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah 

meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan Bappeda 

Kab. Kep. Anambas serta Memastikan data yang dihasilkan konsisten, akurat, dan valid. 

 

5. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Bappeda, Jl. Raja Haji Fisabilillah Gedung Perangkat Daerah Lantai 3. 

6. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah akan dilaksanakan selama 

1 (satu) tahun anggaran 2026. 



 

 

7. KELUARAN 

Keluaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penyusunan 

dokumen perencanan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

8. ANGGARAN 

Anggaran pembiayaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2026 

dibebankan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 19.860.000,- (terlampir). 

 

9. PENUTUP 

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah tahun anggaran 2026 Bappeda disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 

 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH, 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

 

 

 

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST 

NIP. 19820701201001101



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Rp    10.000.000,00 

 Rp    10.000.000,00 

 Rp    10.000.000,00 

 Rp    10.000.000,00 

 Rp    10.000.000,00 

 Rp       1.460.000,00 

 Rp       1.460.000,00 

 Rp       1.290.000,00 

 Rp      1.290.000,00 

 Rp          170.000,00 

 Rp          170.000,00 

[ - ] Kertas HVS ukuran F4 80 gsm

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran F4 80 gsm

2 Rim 85.000,00 0 %

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran A4 70 gsm

15 Rim 86.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

25

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Kertas HVS ukuran A4 70 gsm

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis

Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rinci Perhitungan

 Jumlah 
Koefisien

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah 95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai 95 Persen

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Alokasi 2026 : Rp. 10.000.000,00

Alokasi 2027 : Rp. 285.000.000,00

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Anambas

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Rp       1.220.000,00 

 Rp       1.220.000,00 

 Rp          600.000,00 

 Rp          600.000,00 

 Rp          600.000,00 

 Rp          600.000,00 

 Rp            20.000,00 

 Rp            20.000,00 

 Rp       7.320.000,00 

 Rp       7.320.000,00 

 Rp       7.320.000,00 

 Rp      3.800.000,00 

 Rp      3.520.000,00 

 Rp    10.000.000,00 Jumlah :

Kab. Kepulauan Anambas,..............................

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANDYGUNA K. HASIBUAN NIP. 198207012010011019

Makanan

Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + 

Kerupuk + Buah ...
80 Orang Kegiatan 44.000,00 0 %

Snack (Kudapan)

Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral

152 Orang Kegiatan 25.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

52

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ]  Belanja Penggandaan

Foto Copy

Spesifikasi : Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4

40 Lembar 500,00 0 %

[ - ] Belanja Cetak Dokumen Rancangan Akhir Renja 2027

Cetak Buku

Spesifikasi : Ukuran A4 0 - 300 Halaman (Soft Cover)

5 Dokumen 120.000,00 0 %

Cetak Buku

Spesifikasi : Ukuran A4 0 - 300 Halaman (Soft Cover)

5 Dokumen 120.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

26

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ]  Belanja Cetak Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja 2026



 

 

 Rp       5.055.000,00 

 Rp       5.055.000,00 

 Rp       5.055.000,00 

 Rp       5.055.000,00 

 Rp       5.055.000,00 

 Rp          515.000,00 

 Rp          515.000,00 

 Rp          430.000,00 

 Rp          430.000,00 

 Rp            85.000,00 

 Rp            85.000,00 

[ - ] Belanja Kertas F4

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran F4 80 gsm

1 Rim 85.000,00 0 %

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran A4 70 gsm

5 Rim 86.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

25

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Kertas A4

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis

Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rinci Perhitungan

 Jumlah 
Koefisien

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Hasil Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah 95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.055.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai 95 Persen

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Alokasi 2026 : Rp. 5.055.000,00

Alokasi 2027 : Rp. 10.000.000,00

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Anambas

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Rp       1.250.000,00 

 Rp       1.250.000,00 

 Rp       1.250.000,00 

 Rp      1.250.000,00 

 Rp       3.290.000,00 

 Rp       3.290.000,00 

 Rp       1.540.000,00 

 Rp      1.540.000,00 

 Rp       1.750.000,00 

 Rp      1.750.000,00 

 Rp       5.055.000,00 Jumlah :

Kab. Kepulauan Anambas,..............................

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANDYGUNA K. HASIBUAN NIP. 198207012010011019

[ - ]  Makanan dan Minuman Rapat

Snack (Kudapan)

Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral

70 Porsi 25.000,00 0 %

Makanan

Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + 

Kerupuk + Buah ...
35 Porsi 44.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

52

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Foto Copy

Spesifikasi : Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4

2500 Lembar 500,00 0 %

5.1.02.01.001.000

26

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Penggandaan



 

 

 Rp       4.805.000,00 

 Rp       4.805.000,00 

 Rp       4.805.000,00 

 Rp       4.805.000,00 

 Rp       4.805.000,00 

 Rp          515.000,00 

 Rp          515.000,00 

 Rp          430.000,00 

 Rp          430.000,00 

 Rp            85.000,00 

 Rp            85.000,00 

[ - ] Belanja Kertas F4

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran F4 80 gsm

1 Rim 85.000,00 0 %

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS ukuran A4 70 gsm

5 Rim 86.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

25

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Belanja Kertas A4

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis

Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rinci Perhitungan

 Jumlah 
Koefisien

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Hasil Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah 95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.805.000,00

Keluaran Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 100 Data

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai 95 Persen

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Alokasi 2026 : Rp. 4.805.000,00

Alokasi 2027 : Rp. 5.000.000,00

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Anambas

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN



 

 
 

 

 Rp       1.000.000,00 

 Rp       1.000.000,00 

 Rp       1.000.000,00 

 Rp      1.000.000,00 

 Rp       3.290.000,00 

 Rp       3.290.000,00 

 Rp       3.290.000,00 

 Rp      1.750.000,00 

 Rp      1.540.000,00 

 Rp       4.805.000,00 Jumlah :

Kab. Kepulauan Anambas,..............................

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANDYGUNA K. HASIBUAN NIP. 198207012010011019

Makanan

Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + 

Kerupuk + Buah ...
35 Porsi 44.000,00 0 %

Snack (Kudapan)

Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral

70 Porsi 25.000,00 0 %

5.1.02.01.001.000

52

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ] Makanan dan Minuman Rapat

Foto Copy

Spesifikasi : Uk. Sama HVS Ukuran A4/F4

2000 Lembar 500,00 0 %

5.1.02.01.001.000

26

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

[ - ]  Belanja Penggandaan



 

 

 

6 

 

 
2026 | Bappeda Kabupaten Kepulauan  Anambas 

5.01.01.2.02 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

5.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 

5.01.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 

5.01.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 

5.01.01.2.02.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPOD 
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KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) 
ADIMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAHIDANG EIN PEMBANGUN 

 

1. LATAR BELAKANG 
a. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;   

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

  8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 49 Tahun 2024 tentang tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Gambaran Umum : Untuk optimalisasi kinerja para pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah selain diberikan gaji, PNS juga diberikan tambahan 

penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang 

memiliki dasar hukum, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam 

serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara dengan harapan untuk 

meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas  yang diberikan 

berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.  

 

Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga berkewajiban 

menyampaikan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 
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penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. Dalam pertanggungjawaban keuangan daerah setiap perangkat daerah 

dituntut untuk menyediakan sebuah laporan relevan mengenai posisi keuangan 

daerah, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan 

ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan tujuan untuk menyajikan informasi pelaporan 

Keuangan SKPD yang berguna bagi pengambilan keputusan dan implementasi akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya keuangan. 

 

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah di Bappeda mempunyai ruang lingkup:  

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD dan; 

c. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, 

laporan realisasi anggaran SKPD sesuai  PP 71 Tahun 2010, neraca komparatif SKPD, laporan operasional 

SKPD, laporan perubahan ekuitas SKPD dan catatan atas laporan keuangan.  

 

 

 

 

4. SASARAN 

Sasaran kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah mengingkatnya kualitas layanan keuangan 

perangkat daerah di Bappeda. 
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5. LOKASI KEGIATAN 
Lokasi kegiatan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Jl. . 

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3. 

 

6. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 

2026. 

 

7. KELUARAN 

Keluaran kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dan 

penyediaan dokumen laporan keuangan yang menyajikan informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran SKPD per-objek, 

laporan realisasi anggaran SKPD sesuai PP 71 tahun 2010, neraca komparatif SKPD, laporan operasional SKPD, 

laporan perubahan ekuitas SKPD dan catatan atas laporan keuangan. 

 

8. ANGGARAN 

Anggaran pembiayaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun 2026, dibebankan pada APBD tahun 

anggaran 2026 sebesar Rp 7.162.962.534,95 - dengan uraian sebagai berikut: 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 6.979.682.534,95,-; 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp 173.280.000,- dan; 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 10.000.000,-. 
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9. PENUTUP 
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan administrasi Keuangan tahun anggaran 2026 disusun untuk 

dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 
 

 

 

       
 
 
 
 
 

 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, 

 
 
 
 
ANDYGUNA KURNIAWAN HASIBUAN, ST 
Pembina Tk. I (IV/b)                                   
NIP. 19820701 201001 1 019 



 

   

 

 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
5. 01. 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

5. 01. 02. 2. 01. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun Anggaran 2026 
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KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) 
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

a. Dasar Hukum : 1
. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  

  2
. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  

  3
. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  

  4
. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah  

  5
. 

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  

b. Gambaran 

Umum : 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana 
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana 
pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah 
terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra PD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja PD. 
Dari segi waktu, dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 
tiga, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) 
tahun yang terdiri dari RPJPD, dokumen perencanaan jangka 
menengah 5 (lima) tahun yang meliputi RPJMD dan Renstra PD, 
serta dokumen perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun yang 
mencakup RKPD dan Renja PD. 
Kegiatan perencanaan dan pendanaan pada tahun anggaran 2026 
dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan dan menyusun 
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RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027 dan Perubahan 
RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan dimaksudkan sebagai wadah untuk 
penyusunan dan penetapan dokumen RKPD tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 2026 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:  
a. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan dilakukan untuk melakukan 

koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah 
bertujuan untuk perumusan dokumen RKPD tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 
2026 bersama tenaga ahli, tim internal dan stakeholder terkait; 

b. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan dilakukan salah satunya dilakukan 
dengan melakukan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah membahas dan 
menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang menjadi kegiatan 
prioritas pembangunan untuk dibahas di tingkat kabupaten. forum perangkat 
daerah/lintas perangkat bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman 
target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah 
disusun dalam rancangan renstra perangkat daerah; 

c. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan juga melakukan  Identifikasi Potensi 
dan Permasalahan Pengembangan Pembangunan Daerah di Masing-masing Kecamatan 
melalui musrenbang kecamatan; 

d. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan akan melakukan Identifikasi Potensi 
dan Permasalahan Pengembangan Pembangunan Daerah di Masing-masing Perangkat 
Daerah yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dengan 
melaksanakan musrenbang kabupaten. 

4. SASARAN 

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan 
pendanaan yaitu penetapan dokumen RKPD tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 2026, 
sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupeten Kepulauan Anambas, Jl. Raja 
Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan. 

6. JADWAL KEGIATAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun 2027 direncanakan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang dimulai 
pada November 2025 s.d bulan Juli 2026, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari 
persiapan administrasi, penyusunan rancangan awal RKPD, Musrenbang Kecamatan, forum 
OPD penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang Kabupaten, penyusunan Rancangan Akhir 
RKPD sampai dengan penetapan pengesahan dokumen RKPD, serta penyusunan 
Perubahan Rancangan RKPD dan Perubahan Rancangan Akhir RKPD yang penyusunannya 
dilakukan hingga bulan Agustus 2026.  

7. KELUARAN 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen RKPD 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah 
disahkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

8. ANGGARAN 

Anggaran pembiayaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan tahun anggaran 
2026 sebesar Rp. 585.812.307,75. 
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9. PENUTUP 

 
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan 
tahun anggaran 2026 disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. 

 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 

 

 

 

Andyguna K. Hasibuan, S.T 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP 19820701 201001 1 019 



 

 

  

 

 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

5.01.02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

5.01.01.2.02 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun Anggaran 2026 
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

 

1. LATAR BELAKANG 

a. Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

b. Gambaran 

Umum : 
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana 
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana 
pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari 
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra PD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja PD. Dari segi waktu, dokumen-dokumen tersebut 
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen perencanaan jangka 
panjang 20 (dua puluh) tahun yang terdiri dari RPJPD, dokumen 
perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang meliputi RPJMD 
dan Renstra PD, serta dokumen perencanaan jangka pendek 1 (satu) 
tahun yang mencakup RKPD dan Renja PD. 
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Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan implementasi 
atas ayat 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan”. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden 
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
proses penyusunan perencanaan pengadaan dan penetapan 
spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK) merupakan salah satu 
tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan 
pembangunan daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pembangunan 
daerah. 

b. Tujuan 

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku Pembangunan; 
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat 
pemerintahan; 

3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan melalui sistem aplikasi pembangunan 
daerah; 

4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 
berkelanjutan; dan 

5. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang berbasis digital. 
 

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan 
daerah di Bappeda mempunyai ruang lingkup:  
a. untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah 

melalui tahapan sebagaimana ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan 
yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem dalam 
rencana pembangunan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya; 

b. analisis data dan informasi pemerintahan daerah untuk mengetahui secara obyektif 
kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator 
kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan 
rencana pembangunan dimaksud. 
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4. SASARAN 

Sasaran kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan 
pembangunan daerah adalah terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan. 

5. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupeten Kepulauan Anambas, Jl. Raja Haji 
Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan. 

6. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2026. 

7. KELUARAN 

Keluaran kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan 
pembangunan daerah adalah Profil Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 serta 
jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi. 

8. ANGGARAN 

Anggaran analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan 
daerah tahun 2026, dibebankan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp.11.089.000,00. 
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9. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan analisis data dan informasi 
pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran 
2026 disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan 
agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 

 

 

 

Andyguna K. Hasibuan, S.T 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP 19820701 201001 1 019 



Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

5.01.02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

  

 

 

 

5.01.01.2.02 

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun Anggaran 2026 
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KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) 
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

1. LATAR BELAKANG 

a. Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

b. Gambaran 

Umum : 

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah di dalam siklus Perencanaan 
Pembangunan sangatlah penting karena hasil Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan dapat digunakan sebagai salah satu umpan 
balik bagi Perencanaan untuk menyusun Perencanaan yang lebih 
tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peratruran Daerah  Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah. Konsep dasar atau aspek dasar 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah dua kata yang memiliki 
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aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. 
Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program 
yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai 
dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan 
bagaiman para pelaksana program itu mengatasi hambatan 
tersebut. Berdasarkan pelaporannya Monitoring lebih menekankan 
pada pemantauan proses pelaksanaan.Dengan implementasi yang 
tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan 
peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan 
yang bermutu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan 
konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 
pembangunan daerah maka dilaksanakan pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan 
dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Tahunan berdasakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017  tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan 
koordinasi baik antar Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan stakeholder dan Pemerintah lainnya. 

b. Tujuan 

1. Mengoptimalkan fungsi Monitoring dan Evaluasi untuk mengontrol,menilai 
pencapaian dan pengendalian pemanfatan kegiatan yang sesuai dengan RPJMD 
dan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kepulauan 
Anambas untuk pembangunan berkelanjutan. 

2. Memberikan dan menyiapkan laporan dan rekomendasi kebijakan untuk 
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Visi, Misi 
Kepala Daerah. 

3. Memberikan dan menyiapkan pelaporan dan rekomendasi kebijakan untuk 
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Visi Misi 
Kepala Daerah. 

4. Melakukan fasilitasi tugas-tugas Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD di Kabupaten 
Kepulauan Anambas. 
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5. Sebagai bahan Evaluasi bagi Pemerintah dalam menetapkan tujuan dan 
merumuskan kebijakan Pembangunan dan Pengendalian pembangunan. 

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah di Bappeda mempunyai ruang lingkup:  
a. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sebagaimana 
ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga 
dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem dalam rencana pembangunan 
yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya; 

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa 
perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti;  

c. Evaluasi atas hasil digunakan untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif 
kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses 
pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud. 

4. SASARAN 

Sasaran kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah adalah meningkatnya kualitas kinerja sasaran daerah yang dievaluasi 
capaian realisasinya. 

5. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Bappeda, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat 
Daerah Lantai 3, Tarempa. 

6. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2026. 

7. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah adalah jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penyusunan 
laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun dan jumlah laporan hasil 
evaluasi kinerja pembangunan daerah. 

8. ANGGARAN 

Anggaran pembiayaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah tahun 2026, dibebankan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 
Rp. 307.906.254,11. 
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9. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2026 
Bappeda disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan 
agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 

 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 

 

 

 

Andyguna K. Hasibuan, S.T 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP 19820701 201001 1 019 



 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

TAHUN 2026 



 

 

1 Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
 

Kegiatan  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

 

1. LATAR BELAKANG 

 

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 

Pemerintah Daerah  Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya 

mengoptimalisasikan serta meningkatkan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan 

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk menggerakkan roda 

perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dibantu 

oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat bahu-membahu 

membangun berbagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan 

kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna mensinkronisasi gerak laju 

pembangunan, diperlukan suatu upaya koordinasi agar perencanaan pembangunan 

pemerintahan dan sumber daya manusia serasi dengan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Guna mewujudkan hal sebagaimana tersebut di atas, diperlukan suatu kegiatan 

yakni Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan ini bertujuan 

mensinergikan Program/Kegiatan Pembangunan Pemerintahan dan Sumber Daya 

Manusia yang terencana sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mendorong laju 

pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

a. Maksud 

Adapun maksud dari Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia adalah untuk memfasilitasi serta mengkoordinasikan 

tindaklanjut perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memfasilitasi dukungan program 

yang menjadi mandatori pemerintah pusat di daerah. 
 

b. Tujuan  

Adapun tujuan dari Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas adalah  

1. meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat 

dalam hal ini mengupayakan percepatan pembangunan di bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia; 

 



 

 

2 Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
 

Kegiatan  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

 

2. mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis serta menentukan prioritas 

perencanaan untuk mendukung akselerasi pencapaian target pembangunan; 

3. Mengkoordinasikan program kegiatan OPD yang responsif Gender serta dokumen 

perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) 

 

3.  SASARAN 
 

Sasaran dari Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia dalam rangka menyediakan Laporan dan Rekomendasi 

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia yang lebih Baik. 

Sasaran Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan Koordinasi antara Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

2. Terpadunya Program/Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia yang terencana selama 1 (satu) Tahun melalui Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. 

 
4.  SUMBER PENDANAAN 

 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, khususnya di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

5. WAKTU PELAKSANAAN 
 

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu 

yang cukup mulai dari pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan. Adapun 

waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 bulan yang dimulai pada 

bulan Januari 2026 dan berakhir pada bulan Desember 2026, yang meliputi keseluruhan 

tahapan mulai dari persiapan administrasi, koordinasi, menyelenggarakan rapat-rapat, 

penyusunan laporan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.  

 

 

 



 

 

3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
 

Kegiatan  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

 

6. RENCANA PEKERJAAN 
 

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara swakelola oleh penanggung jawab 

anggaran yang secara teknis dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  

yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.  

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan khususnya untuk Asistensi (pendampingan) dapat 

melibatkan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sesuai dengan kebutuhan pada saat 

pelaksanaan kegiatan. 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi: 

 Sekretariat Daerah; 

 Sekretariat DPRD; 

 Inspektorat Daerah; 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

 Satuan Polisi Pamong Praja; 

 Provinsi Kepulauan Riau dan; 

 Kementerian terkait bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. 

 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan antara Lain: 

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

b. Tenaga Ahli/Narasumber; 

c. Staf Administrasi 

 



 

 

4 Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
 

Kegiatan  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

 

Adapun  data  sekunder yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

 Profil Kepulauan Anambas; 

 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas; 

 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas; 

 Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; dan 

 Dokumen-dokumen penting lainnya yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa. 

 

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut sudah 

termasuk pajak adalah sebesar Rp.215.267.446,33 (Dua Ratus Lima Belas Juta Dua 

Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah dan Tiga 

Puluh Tiga Sen). Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) sebagaimana terlampir. 

8. PRODUK YANG DIHASILKAN 
 

Produk  yang  dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 

berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2026. 

9. PENUTUP 
 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan  Tahun Anggaran 

2026 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan 

tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Tarempa, 24 Oktober 2026 
 

KEPALA BADAN, 
 
 
 

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST                      
Pembina Tk I                                                                          
NIP. 19820701 201001 1 019 

 
 



 

 

5 Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
 

Kegiatan  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

 

Lampiran 
 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
Kegiatan Koordinasi Perencanaan  

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 

KODE REKENING URAIAN SATUAN JUMLAH 

5.01.03.2.01.01 
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ls 40,428,000 

5.01.03.2.01.02 
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK Buah/Kotak 2,980,989 

5.1.02.01.01.0025 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 
dan Cover 

Rim 3,158,600 

5.1.02.01.01.0026 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

Buku/ 
lembar 

1.122.488,33 

5.1.02.01.01.0029 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 
Komputer 

Buah 2.859.697 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat porsi 12.545.000 

5.1.02.02.01.0003 
Honorarium Narasumber atau Pembahas, 
Moderator, pembawa acara dan panitia 

O/J 3.600.000 

5.01.03.2.01.03 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota H/O/PP  9.900.000 

5.01.03.2.01.05 
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ls 75.462.800 

5.01.03.2.01.06 
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK Buah 2.913.435 

5.1.02.01.01.0025 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 
dan Cover 

Rim 5.199.200 

5.1.02.01.01.0026 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

Buku/ 
lembar 

813.570 

5.1.02.01.01.0029 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 
Komputer 

Buah 3.203.697 

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat Porsi 19.685.000 

5.1.02.02.01.0003 
Honorarium Narasumber Atau Pembahas, 
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 

O/Jam 3.000.000 

5.01.03.2.01.07 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

5.1.02.04.01.003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota H/O/PP  28.395.000 

TOTAL 

 

215.267.446,33 

 



5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

5.01.03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

b. Gambaran Umum : Dalam rangka Percepatan Pembangunan di

Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Daerah terus



2 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah untuk memfasilitasi

serta mengkoordinasikan tindaklanjut Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas.

berupaya mengoptimalisasikan serta

meningkatkan kebutuhan masyarakat melalui

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk

menggerakkan roda Perekonomian Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

dengan dibantu oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat bahu-

membahu membangun berbagai sarana dan

prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan

kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Guna Mengsinkronisasi gerak laju

pembangunan, diperlukan suatu upaya koordinasi

agar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

serasi dengan apa yang dibutuhkan oleh

Masyarakat. Guna mewujudkan hal sebagaimana

tersebut di atas, diperlukan suatu kegiatan yakni

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kegiatan ini bertujuan mensinergikan

Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

yang terencana sedemikian rupa sehingga

diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan

Perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan

Anambas.
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b. Tujuan

Adapun tujuan dari Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah meningkatkan

koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat dalam hal

ini mengupayakan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara efektif, efesien dan

berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi agar semakin tumbuh dan

berkembang.

3.RUANG LINGKUP KEGIATAN
a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

bidang infrastruktur dan kewilayahan;

b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat

daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan

kewilayahan;

d. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan

pembangunan daerah.

4. SASARAN
Sasaran dari Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka menyediakan

Laporan dan Rekomendasi Kebijakan untuk meningkatkan Infrastruktur

yang lebih Baik.

Sasaran Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antara Perangkat Daerah dan Pemangku

kepentingan bidang Infrastruktur. Terpadunya Program/Kegiatan

Pembangunan Infrastruktur yang terencana selama 5 (Lima) Tahun

melalui Bidang ke Cipta karyaan, Bina Marga, Sumber Daya Air,
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Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Infrastruktur lainnya.

5. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan dilaksanakan di Bappeda, Jl. Raja Haji Fisabilillah,

Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa

6. JADWAL KEGIATAN
Jadwal kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah akan

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2026.

7. KELUARAN
Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara Swakelola oleh Penanggung

Jawab Anggaran yang secara teknis dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan yang dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

khususnya untuk Asistensi (pendampingan) dapat melibatkan Tenaga

Ahli /Instruktur/Narasumber sesuai dengan kebutuhan pada saat

pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi :

 Kecamatan Siantan;

 Kecamatan Siantan Tengah;

 Kecamatan Siantan Timur;

 Kecamatan Siantan Selatan;

 Kecamatan Siantan Utara;

 Kecamatan Palmatak;

 Kecamatan Kute Siantan;

 Kecamatan Jemaja;

 Kecamatan Jemaja Timur;

 Kecamatan jamaja Barat;

 Provinsi Kepulauan Riau dan;

 Kementerian terkait bidang infrastruktur.
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Produk yang dihasilkan (keluaran/output) Koordinasi Perencanaan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (satu) Koordinasi Perencanaan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

8. ANGGARAN
Anggaran pembiayaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun

2026, dibebankan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp.

108.260.652,3
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9. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun

Anggaran 2026 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam

pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, Oktober 2026

KEPALA BADAN,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANDYGUNA K HASIBUAN, ST
Pembina Tk.I
NIP. 19820701 201001 1 019
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5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
5.01.03.2.02 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
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1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

b. Gambaran Umum : Pembangunan di segala aspek yang dilaksanakan
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oleh pemerintah bersama masyarakat telah

banyak membawa kemajuan bagi daerah. Akan

tetapi pembangunan tersebut jugamenyisakan

berbagai dampak terkait dengan persoalandan

tuntutan baru seperti kesenjangan sosial, kualitas

hidup, kesempatan kerja, hak asasi manusia,

keterbukaan, penegakan hukum, kerusakan

lingkungan dan laut dan masih banyak lagi.

Pelaksanaan pembangunan selama ini, cenderung

terfokus pada pertumbuhan ekonomidengan

asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

setempat dalam meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Dalam

kenyataannya tidaklah selalu demikian, dalam

jangka panjang, pertumbuhan ekonomi memang

penting, tapi perlu juga menjadi perhatian

bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebutdapat

ikut dinikmati seluruh masyarakat. Oleh karena

itu diperlukan adanya pola pengembangan baru,

yang lebih mengedepankan kesejahteraan

pembangunan manusia. Pembangunan manusia

merupakan pembangunan yang menjadikan

masyarakat sebagai subjek maupun objek

pembangunan. Pembangunan manusia yang akan

memberikan dampak penting terhadap kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka

peningkatan kualitas manusia, dalam setiap

program-programnya pemerintah selalu

menitikberatkan tiga aspek penting dalam

pembangunannya yaitu kualitas (fisik kesehatan),

intelektualitas (pendidikan) serta kemampuan
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ekonomi (daya beli) masyarakat. Pelaksanaan

otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak

tahun 1999, memberikan kewenangan luas, nyata

dan bertanggung jawab terhadap Pemerintahan

Daerah mendayagunakan segala bentuk potensi

keuangan daerah sendiri dan keuangan lainnya.

Penetapan arah kebijakan ekonomi dan sosial

budaya daerah dilakukan dengan

mempertimbangkan berbagai aspek, selain dengan

melakukan analisis terhadap potensi-potensi

ekonomi dan juga sosial budaya daerah, dan

potensi-potensi sumber daya alam, penetapan

kebijakan ekonomi daerah juga dilakukan dengan

mempertimbangkan secara seksama baik kondisi

ekonomi dan kondisi lingkungan.

Dilatar belakangi masalah tersebut diatas, serta

setelah memperhatikan ketentuan yang berlaku,

maka pada Tahun Anggaran 2026 ini dalam

rangka mengefektifkan tugas pokok dan fungsi

Bappeda, khususnya pada Bidang Perekonomian

dan Sumber Daya Alam maka perlu dilaksanakan

suatu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang

Perekonomian dan Sumber daya Alam.

Dengan kegiatan ini diharapkan juga nantinya

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PD

terkait perekonomian yang ramah lingkungan di

Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat

memberikan kontribusi dengan tepat sasaran dan

sinergis dalam menangani masalah-masalah

program dan kegiatan daerah dibidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
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2.MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang

sedang giat-giatnya membangun. Agar dapat menyesuaikan mengejar

ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain. Pembangunan yang

dilaksanakan tidak hanya sekedar pembangunan yang berwujud fisik

dan ekonomi saja, akan tetapi pembangunan di sisi manusianya.Agar

keberhasilan peningkatan pembangunan dapat menyentuh sasaran

dan terkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia,

maka diperlukan.

Selain itu agar hasilnya lebih objektif serta empiris, diperlukan

juga adanya keterbandingan dengan daerah lain. Adapun

maksudkegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam adalah agar Pemerintah Daerah dapat memberi dan

merumuskan alternatif rekomendasi dan referensi untuk penanganan

masalah perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten

Kepulauan Anambas.

b. Tujuan

Tujuannya adalah diharapkan agar PD mengimplementasikan

program/ kegiatan secara efektif dan tepat sasaran untuk menangani

masalah perekonomian dan mensinergikan pemanfaatan potensi

masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, mengoptimalkan

koordinasi baik antar PD dibawah koordinasi bidang perekonomian

dan sumber daya alam, maupun dengan stakeholder dan pemerintah

daerah serta pemerintah pusat.

Adapun tujuan dari Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan

Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi sebagaimana menjadi salah satu

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda.



5 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang

merupakan bagian dari Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

dan Sumber Daya Alam.

3. Menyiapkan pelaporan dan rekomendasi kebijakan untuk

meningkatkan kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam.

4. Melakukan fasilitasi tugas-tugas/pekerjaan yang tidak ada kegiatan

pendampingnya, atau yang anggarannya tidak cukup, termasuk

memenuhi undangan dari dalam dan luar daerah.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN
a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

bidang perekonomian dan sda;

b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat

daerah bidang perekonomian dan sda;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian

dan sda;

d. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan

pembangunan daerah.

4. SASARAN
Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu:

 Mengoptimalkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan program

atau kegiatan yang berhubungan dengan Perekonomian dan Sumber

Daya Alam melalui koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, para

Stakeholders lainnya (LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha).

 Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

adalah terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

dan Sumber daya Alam dalam rangka menyediakan laporan dan

rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan

Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam.
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5. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan dilaksanakan di Bappeda, Jl. Raja Haji Fisabilillah,

Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa.

6. JADWAL KEGIATAN
Jadwal kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah akan

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2026.

7. KELUARAN
Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan

tersebut adalah diperolehnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi

Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun

Anggaran 2026.

8. ANGGARAN
Anggaran Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda

perangkat daerah tahun 2026, dibebankan pada APBD tahun anggaran

2026 sebesar Rp. 107.006.824
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9. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Koordinasi

Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun

Anggaran 2026 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam

pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tarempa, Oktober 2026

KEPALA BADAN,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANDYGUNA K HASIBUAN, ST
Pembina Tk.I
NIP. 19820701 201001 1 019



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

5.05.02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN  

   PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN  

5.05.02.2.01.0014 FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN  

 PENGKAJIAN PERATURAN 

2025 |  BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH 

 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 



KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 

1. LATAR BELAKANG 

1. MAKSUD DAN TUJUAN 

Sebagai sarana fasilitasi penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2024, dimana Kepala Bappeda sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia juga diketuai oleh Sekretaris 

Derah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat sendiri bertugas memberikan dukungan dan 

pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan mempunyai ruang  lingkup: 

a. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas; 

b. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan data dengan stakeholders terkait. 

3. SASARAN 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terselenggaranya Forum Satu Data Indonesia Kabupaten 

a. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia; 

  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; 

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

  5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

b. Gambaran Umum : Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan 

perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui 

penyelenggaraan Satu Data Indonesia. 



Kepulauan Anambas, dan sinkronisasi data tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. 

4. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

5. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan akan dilaksanakan selama    1 (satu) tahun anggaran 2026. 

6. KELUARAN 

Keluaran kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan bidang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 

7. ANGGARAN 

Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan tahun 2026, dibebankan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 

Rp.31.966.271,40. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun anggaran 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai 

ketentuan. 

 

Nip 198207012010011019 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

 

 

 

 

Andyguna K. Hasibuan, S.T 

Pembina Tk.I/IV.b 
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Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

5.05.02.2.04 KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 

5.05.02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG  

 TEKNOLOGI DAN INOVASI 

5.05.02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE  

 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT  

 INOVATIF 

2025 |  BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH 

 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 
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KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 

1. LATAR BELAKANG 

1. MAKSUD DAN TUJUAN 

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah, serta penguatan sistem inovasi daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

a. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah; 

  3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

  5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

b. Gambaran Umum : Pembangunan daerah dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang semakin 

kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam 

menghadapi dinamika tersebut, pengembangan inovasi dan teknologi daerah 

menjadi salah satu strategi kunci untuk mendorong daya saing, efisiensi, serta 

kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen 

untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui penguatan kapasitas 

kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas 

pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan 

percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia  
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daerah dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai ruang  lingkup: 

a. Koordinasi pelaksanaan/ penerapan inovasi daerah dengan pihak terkait baik pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, maupun perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

b. Diseminasi Inovasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

c. Penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dan penerapannya. 

3. SASARAN 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman perangkat daerah termasuk 

didalamnya aparatur pemerintah daerah tentang inovasi daerah dan meningkatnya 

kuantitas/kualitas inovasi daerah, serta terwujudnya penguatan sistem inovasi daerah. 

4. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

5. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi akan dilaksanakan selama    1 (satu) tahun 

anggaran 2026. 

6. KELUARAN 

Keluaran kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi melalui 

koordinasi/diseminasi inovasi daerah dengan stakeholders terkait. 

7. ANGGARAN 

Anggaran pembiayaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi tahun 2026, dibebankan pada 

APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp.103.688.567,-. 
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8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengembangan dan Inovasi Teknologi di Bidang Riset dan 

Inovasi Daerah Tahun anggaran 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dan dijadikan 

pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 

 

NIP 198207012010011019 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

 

 

 

 

Andyguna K. Hasibuan, S.T 

Pembina Tk.I/IV.b 



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas 

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan :  1. 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

2. 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Indikator Kinerja Sub 
Kegiatan 

: Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
yang Disediakan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2. Gambaran Umum 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka kegiatan Pengadaan 

Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sangat dibutuhkan 

didalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sehingga pemenuhan 

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di Lingkungan 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 



Dalam rangka mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

optimal maka diperlukan perangkat kerja yang mendukung kinerja sehingga 

pencapaian kinerja menjadi lebih optimal, melalui melaksanaan kegiatan 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

 

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Bappeda 

mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut :  

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

 

D. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah ASN 

dilingkungan Bappeda di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara tidak 

langsung adalah masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

menggunakan metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. 

(Pengadaan Langsung). 

 

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direncanakan 

dan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2026. 

 

G. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Adalah 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannyadan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah sebesar Rp. 45,000,000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan 



dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran 2026. Rincian 

belanja Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 

sebagaimana dalam KAK ini. 

 

 





 

 
 
 



I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah tahun anggaran 2026 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 
 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 
 
 
 
Andyguna K. Hasibuan, ST 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19820701 201001 1 019 
 



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

 

Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas 

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan :  1. 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

3. 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

4. 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

5. 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

6. 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

7. 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

8. 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 

Indikator Kinerja Sub 
Kegiatan 

: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang 
Disediakan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 



4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2. Gambaran Umum 

Untuk meningkatkan dan mendukung kinerja pegawai maka 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat 

menunjang kelancaran kegiatan di Lingkungan Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam rangka mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

optimal maka diperlukan perangkat kerja yang mendukung kinerja sehingga 

pencapaian kinerja menjadi lebih optimal, melalui melaksanaan kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

 

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bappeda mempunyai 

ruang lingkup, sebagai berikut :  

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,  

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,  

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,  

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan  



8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD. 

 

D. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah ASN 

dilingkungan Bappeda di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara tidak 

langsung adalah masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

Menggunakan metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. 

(Pengadaan Langsung). 

 

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direncanakan dan 

dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2026. 

 

G. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

sebesar Rp. 487.618.978,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam 

Ratus Delapan Ribu Sembilan Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang akan dibiayai 

dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026. Rincian 

belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan 



Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 

sebagaimana dalam KAK ini. 

 
 

 
 





 
 
 





 
 
 





 
 
 

 



 
 

 



 









 

 



I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah tahun anggaran 2026 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 
 
Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 
 
 
 
Andyguna K. Hasibuan, ST 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19820701 201001 1 019 
 
 



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

 

Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas 

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan :  1. 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan  

2. 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Indikator Kinerja Sub 
Kegiatan 

: Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disediakan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2. Gambaran Umum 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya sangat dibutuhkan didalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah 



Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga pemenuhan 

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di Lingkungan 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam rangka mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

optimal maka diperlukan perangkat kerja yang mendukung kinerja sehingga 

pencapaian kinerja menjadi lebih optimal, melalui melaksanaan kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah di Bappeda mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut :  

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

D. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah seluruh ASN 

dilingkungan Bappeda di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara tidak 

langsung adalah masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

Menggunakan metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. 

(Pengadaan Langsung). 

 

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah direncanakan dan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 

Anggaran 2026. 

 

 



G. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Kebutuhan Pembiayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 41.820.452,00 (Empat Puluh Satu 

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang 

akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 

2026. Rincian belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sebagaimana dalam KAK ini. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2026 Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dan dijadikan pedoman serta 

acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 
 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 
 
 
 
Andyguna K. Hasibuan, ST 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19820701 201001 1 019 
 
 



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas 

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi 
umum 

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Sub Kegiatan :  1. 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

2. 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 
3. 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
4. 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Indikator Kinerja Sub 
Kegiatan 

: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2. Gambaran Umum 

Untuk mendukung peningkatkan kinerja pegawai maka Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan 

Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat 

menunjang kelancaran kegiatan di Lingkungan Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 



B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang optimal maka 

diperlukan perangkat kerja yang mendukung kinerja sehingga pencapaian 

kinerja menjadi lebih optimal, melalui melaksanaan kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

 

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah di Bappeda mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut :  

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

2. Pengadaan Mebel 

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 

D. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah seluruh ASN 

dilingkungan Bappeda di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara tidak 

langsung adalah masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

Menggunakan metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. 

(Pengadaan Langsung). 

 

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah direncanakan dan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 

Anggaran 2026. 

 

G. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah adalah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 



Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah sebesar Rp. 314.224.253,00 (Tiga Ratus Empat Belas Juta 

Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang 

akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 

2026. Rincian belanja Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sebagaimana 

dalam KAK ini. 

 

 

 









 

 
 



 
 

I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dan dijadikan pedoman serta 

acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 
 
 
Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 
 
 
 
Andyguna K. Hasibuan, ST 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19820701 201001 1 019 



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Kepulauan Anambas 

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Sub Kegiatan :  1. 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

2. 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik  

3. 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Indikator Kinerja Sub 
Kegiatan 

: Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas; 

4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

2. Gambaran Umum 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat dibutuhkan didalam kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga 

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di 

Lingkungan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas. 



B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam rangka mewujudkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

optimal maka diperlukan perangkat kerja yang mendukung kinerja sehingga 

pencapaian kinerja menjadi lebih optimal, melalui melaksanaan kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di 

Bappeda mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut :  

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

D. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah seluruh ASN 

dilingkungan Bappeda di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara tidak 

langsung adalah masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

menggunakan metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. 

(Pengadaan Langsung). 

 

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN 

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan 

dan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2026. 

 

G. KELUARAN 

Keluaran kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 



Kebutuhan Pembiayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

sebesar Rp. 207.525.250,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima 

Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026. Rincian belanja Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebagaimana dalam KAK ini. 

 
 
 







 
 



I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2026 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah disusun dan dijadikan pedoman serta acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai ketentuan. 

 

 
Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
 
 
 
 
Andyguna K. Hasibuan, ST 
Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19820701 201001 1 019 
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